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KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil penelitian dengan topik/tema Pengembangan
Model Agile Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang
Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu buku ini
merupakan salah satu luaran tambahan yang dijanjikan pada hibah DRTPM
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi skema Penelitian
Disertasi Doktor (PDD) berdasarkan nomor kontrak induk 088/ES/PG.02.00.
PT/2022 dan nomor kontrak turunan 345-17/UN7.6.1/PP/2022.

Pada bagian awal buku ini membahas konsep Administrasi Publik, bagian
kedua membahas Agile, bagian ketiga membahas Agile Governance, bagian
keempat membahas Manajemen Publik, dan pada bagian kelima membahas
praktik Model Agile Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bidang Administrasi Kependudukan serta pada bagian keenam Penutup.

Penulis berharap bahwa isi buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi
Mahasiswa, Birokrasi maupun masyarakat secara umum tentang
perkembangan konsep dan teori pengelolaan penyelenggaraan pelayanan
publik melalui model agile governance. Penulis juga menyadari bahwa isi
buku ini masih belum sempurna, untuk itu penulis dengan segala kerendahan
hati sangat berharap adanya kritik, saran, dan masukan yang bersifat
konstruktif dalam perbaikan isi buku, sehingga isi buku ini dapat memenuhi
kelayakan akademik.

Dalam kesempatan ini Tim Penulis selain mengucapkan puji syukur
terhadap Tuhan penguasa segala ilmu, terima kasih juga kami sampaikan
khususnya kepada Dr. Hardi Warsono, M.T. dan Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si.
yang telah memberi warna dalam bidang keilmuan masing-masing untuk
penulisan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat terhadap khasanah keilmuan
administrasi publik di era agile governance dewasa ini.

Semarang, Maret 2023

Tim Penulis
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ADMINISTRASI PUBLIK

A. KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK

Salah satu asumsi dasar dalam mengkaji administrasi publik
merupakan “administration is a unitary process that can be studied uniformly,
at the municipal administration, state administration, and federal
administration”. Asumsi dasar ini ditulis oleh White (1926) dalam artikelnya
yang bertajuk” Introduction to the Study of Public Administration” begitu juga
disunting oleh Shafritz, et angkatan laut (AL) (2004: 56). Arti yang tercantum
dalam anggapan dasar itu adalah bahwa mempelajari disiplin ilmu
administrasi publik berarti menelaah administrasi publik sebagai satu
kesatuan cara, tidak hanya pada kadar federal serta kadar negeri namun pula
menyangkut administrasi pada kadar lokal (misalnya municipal).

Dalam pemikiran Shafritz & Russel (1999) dalam bukunya ”Introducing
Public Administration” bahwa memahami administrasi publik (public
administration) tidak dapat cuma lewat satu arti saja, sebab tiap-tiap peminat
administrasi publik memiliki perspektif yang berbeda alhasil menyimpulkan
definisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, Shafritz & Russel (1999: 5-28)
mengembangkan pemahaman terhadap administrasi publik dalam empat
kategorisasi atau perspektif yang mencakup: (1) political perspective, (2) sah
perspective, (3) managerial perspective, serta (4) occupational perspective.

Klasifikasi arti administrasi public yang dapat dipahami dalam empat
perspektif ialah: awal, dari perspektif politik melihat administrasi publik
sebagai “what government does” baik langsung maupun tidak langsung, suatu
tahapan siklus pembuatan kebijakan public, implementasi kepentingan public,
dan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan cara beramai-ramai sebab tidak
bisa digarap dengan cara perseorangan. Kedua, perspektif legal (hukum),
administrasi publik dipandang selaku penerapan hukum (law in action),
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A. SEJARAH AGILE

Sejarah Agile berdasarkan (Agile manifesto, n.d.) metode agile muncul
ketika tujuh belas orang pengusaha bertemu pada tanggal 11-13 Februari
2001, at The Lodge at Snowbird ski resort in the Wasatch mountains of Utah.
Tujuh belas orang tersebut mencoba menemukan titik temu bagaimana
sebuah teknologi harus selalu berkembang, sehingga dalam pertemuan
tersebut munculnya sebuah konsep agile manifesto ‘pengembangan
perangkat lunak’ pengembangan pemrograman ekstrim, SCRUM, DSDM,
pengembangan perangkat lunak adaptif, crystal, pengembangan berbasis
fitur, pemrograman pragmatis, dan lainnya sesuai pada kebutuhan akan
alternatif selain proses dokumentasi.

Tujuh belas orang tersebut menyebut dirinya sebagai ‘agile alliance’
kelompok pemikir independen tentang pengembangan perangkat lunak dan
kadang-kadang juga saling bersaing. Sementara manifesto memberikan
beberapa ide spesifik, Bob Martin membuat pernyataan bahwa kami semua
merasa terhormat untuk bekerja dengan sekelompok orang yang memegang
serangkaian nilai yang kompatibel, serangkaian nilai berdasarkan
kepercayaan dan saling menghormati, dan mempromosikan model organisasi
berdasarkan orang-orang, kolaborasi, dan membangun tipe-tipe komunitas
organisasi di mana kita ingin bekerja. Pada intinya, saya percaya Metodologi
Agile benar-benar tentang hal-hal "lunak" - tentang memberikan produk yang
bagus pada klien dengan bekerja di area yang tidak lebih dari berdialog
mengenai" orang selaku peninggalan terutama kita" namun sesungguhnya"
berperan" seakan orang yang sangat berarti, serta kehabisan tutur"
peninggalan". Jadi dalam analisa terakhir, meningkatnya minat terhadap dan
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AGILE GOVERNANCE

A. KONSEP GOVERNANCE

Buah pikiran governance lahir selaku respon dari gagasan kandas
manajerialisme terkini (Saint-Martin, 2000), administrasi publik terkini
(Andrisani, 2002) serta administrasi publik lama serta terkini (Lynn, 2006)
buat menciptakan kesamarataan sosial serta administrasi publik yang
mengarah pada kebutuhan warga. Rancangan manajerialisme terkini dari
Saint-Martin (2000) pada prinsipnya memperhitungkan kalau kemampuan
zona publik bisa bertambah bila prinsip-prinsip administratif diaplikasikan
selaku industri swasta. Banyak pegiat dari zona swasta dikonsultasikan
dengan alibi mereka lebih handal dari administrator publik. Memakai
konsultan serta konsepnya berikan legalitas pada strategi administratif, sebab
mereka berawal dari zona swasta. Kerangka kegiatan manajemen publik yang
terkini bagi Andrisani (2002), mempunyai lebih banyak rancangan bidang
usaha yang diimplementasikan buat menggapai kemampuan zona publik
selaku industri swasta. Bentuk manajemen publik lama bagi Lynn (2006) pula
termotivasi buat mempraktikkan prinsip-prinsip serta tata cara dari zona
swasta buat kemampuan dalam membagikan pelayanan.

Bertolak dari sebagian ketidakberhasilan yang dirasakan oleh rancangan
manajemen publik itu hingga butuh diformulasikan kembali paradigma yang
dapat penuhi kesamarataan sosial serta mengarah pada warga. Sebagian
paradigma sehabis itu timbul antara lain yang oleh Denhardt & Denhardt
(2007) diucap dengan New Public Service, dalam kesusastraan Administrasi
publik diketahui pula dengan paradigma governance (Denhardt, 2007), public
governance (Bovaired&amp; Loffler, 2009), adaptive governance (Eakin,
2009), collaborative governance (Ansell&amp; Gash, 2007), dyinamic
governance (Boon Siong Neo & Geraldine Chen, 2013) serta agile governance
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A. PENGERTIAN MANAJEMEN PUBLIK
Manajemen publik bagi Sangkala (2006) ialah campuran dari arah

normatif administrasi public konvensional dengan arah instrumental

manajemen umum Sedangkan itu, bagi Overman dalam Keban (2004),

manajemen publik merupakan riset interdisipliner pandangan umum

organisasi serta ialah kombinasi dari kedudukan manajemen (pemrograman,
organisasi, control) di satu bagian, dengan SDM, finansial, fisik, data serta
politik di bagian lain. Ott, Hyde, serta Shafritzs 1990 dalam Keban (2004) pula
menerangkan manajemen publik mementingkan pada gimana organisasi

publik menerapkan kebijaksanaan publik. Mahmudi (2010: 38-40)

mengungkapkan ada setidaknya 7 karakter manajemen sektor publik yang

membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan perseorangan
dalam pasar, namun pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana
tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan di informasikan
lewat perwakilannya yang dalam perihal ini merupakan partai politik
ataupun DPR.

2. Pelopor sektor publik merupakan karena terdapatnya keinginan sumber
daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pembelajaran,
pemindahan, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik
buat menyediakannya.

3. Pada organisasi sektor public, data wajib diserahkan pada public seluas
mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public, yang
artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada warga dibanding dengan
sektor swasta.



BAB

5

AGILE GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

A. OTONOMI DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memercayakan kalau tujuan dibuat Negara Republik Indonesia, antara lain
merupakan untuk memajukan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan
Warga Negara. Mandat itu memiliki arti negara bertanggung jawab penuhi
keinginan tiap warga negara lewat sesuatu sistem rezim yang mensupport
terciptanya layanan publik yang prima dalam penuhi keinginan dasar serta
hak dasar tiap warga negara atas benda publik, jasa publik, serta layanan
administratif. Dibutuhkan skedul reformasi administrasi yang teliti dalam
mencari bentuk kepemerintahan yang cocok dengan desakan suasana dikala
ini, dengan dilandasi nilai-nilai yang mensupport dibangunnya suatu good
governance untuk menuju era kedepan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Reformasi administrasi merupakan pergantian yang ditujukan pada
beberapa karakter penting pada sistem itu, alhasil memenuhi keinginan
masyarakat akan pelayanan publik yang berdaya guna, efisien, serta responsif
(Dror, 1976). Reformasi administrasi jadi sarana yang mempertemukan antara
kebutuhan penguasa, masyarakat serta swasta dalam pencapaian tujuan
pembangunan yang lebih baik, spesialnya berhubungan dengan aspek
pemerataan perkembangan, penurunan kemiskinan, invensi perdamaian
serta kestabilan di tengah masyarakat (UNDP, 2009).

Desakan reformasi administrasi di Indonesia pada akhir 1990-an, telah
jadi skedul besar masyarakat dunia semenjak dasawarsa 1970-an sampai
memasuki era ke-21. Dari perspektif filosofi governance, pemerintahan
manapun yang memerintah dituntut buat membuktikan selaku suatu rezim
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Model pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Kota Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu pelayanan menekankan pada
pemanfaatan teknologi guna untuk bisa memberikan pelayanan yang cepat,
tepat dan mudah. Dalam proses penyelenggaraan pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan standar pelayanan
publik sebagai acuan dalam proses pemberian pelayanan publik kepada
masyarakat. Perilaku pelaksana pemberi layanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sudah baik dalam memberikan pelayanan dengan sikap
yang ramah, sopan, responsif kepada seluruh masyarakat pemohon, pada
dinas kependudukan dan pencatatan sipil selalu memegang teguh untuk
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan mudah, serta berprinsip pada
sebuah nilai bahwa pekerjaan melayani merupakan juga bagian dari ibadah.
Kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak
terduga dalam memenubhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin
berubah. Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Kota Surabaya memiliki perilaku yang responsif untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berdasarkan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang
selalu lebih baik.

Selain itu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruhnya
juga mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-
masing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengupgrade
dengan memberikan pelatihan tentang perubahan-perubahan atau adanya
peraturan baru terkait administrasi kependudukan dan juga memberikan
pelatihan terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu
juga memberikan pelatihan dalam membuat informasi tentang administrasi
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APL IKAS| DALAM PELAYANAN FUEL K

Administrasi public yang dapat dipahami dalam empat perspektif ialah: awal, dari
perspektif politik melihat administrasi publik sebagai "what government does” baik
langsung maupun tidak langsung, suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan public,
implementasi kepentingan public, dan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan cara
beramai-ramai karena tidak bisa digarap dengan cara perseorangan. Dalam perspektif
legal (hukum), administrasi public dipandang selaku penerapan hukum (law in action),
regulasi, kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa ataupun "raja” kepada rakyatnya
(King's Largesse), dan sebagai wujud "theft’ ialah aksi meniru beberapa kekayaan orang
banyak dengan cara sah dalam wujud UU perpajakan (tax regulation), dimana pihak-
pihak yang dibebani wajib angkat tangan serta mentaatinya.

Sedangkan konsep agile digunakan untuk pendekatan perubahan sebuah
aplikasi teknologi, yang diharuskan untuk selalu adaptif dan responsif terhadap
perubahan demi mengikuti tuntutan dari klien. Konsep agile yang menekankan tindakan
yang adaptif dan responsif terhadap perubahan melalui sebuah teknologi oleh beberapa
ilmuan mulai diteliti untuk diadopsi dan diterapkan pada disiplin ilmu sosial seperti
organisasi, kebijakan dan pemerintahan.

Prinsip dalam metodologi agile yaitu (1) Prioritas paling mengutamakan
pelanggan, (2) lebih Aman dan sampai lebih awal (3) durasi yang lebih pendek, (4)
Pelaku bidang usaha serta developer wajib bertugas bersama tiap hari di semua proyek,
(5) Bangun proyek di dekat orang yang termotivasi. (6) Tata cara yang sangat berdaya
guna serta efisien untuk mengantarkan data pada serta di dalam regu pengembangan
merupakan obrolan secara tatap muka, (7) Fitur lunak yang berperan merupakan
dimensi penting dari perkembangan, (8) Cara akas menaikkan pembangunan
berkepanjangan. Patron, developer, serta konsumen wajib bisa menjaga kecekatan
konsisten tanpa batasan, (9) Atensi selalu pada kelebihan teknis serta konsep yang
bagus tingkatkan kecekatan. (10) Kesederhanaan seni mengoptimalkan jumlah profesi
yang tidak dilakukan adalah berarti, (11) Arsitektur, persyaratan, serta konsep terbaik
timbul dari regu yang menata diri sendiri, (12) Dengan cara teratur, requ memantulkan
gimana jadi lebih efisien, setelah itu membiasakan serta membiasakan perilakunya.
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